
A
PR

IL-JU
N

I 
2004 

APEKSI 
N

ew
sletter Fokuskan 

pada 

Pilkada 

Langsung! 

Forum
 

A
sosiasi 

FOKUS 

DPR 
menyepakati 
usul 

inisiatif 
revisi/ 
perubahan 

rancangan 

undang-undang 

(RUU) 

inisiatif 

DPR. Scbanyak 
282 

anggota 
DPR 
dari 

enbilan 

fraksi 
telah menyetujui 

draft 

revisi 

UUNomor 
22 

Tahun 

199 

tentang 

Pemerintahan 

Daerah 

susunan 

Badan 

Legislasi 

Nasional 

sbagai 
RUU 
usul 

inisiatif 

Dewan. 

Keputusan 
itu 

dianbil 

melalui 
Rapat 

Paripuna 

DiIRyang 

dipimpin 
Wakil 

Ketua 

unda 
revisi 

Undang-Undang 
(UU) Otonomi 

Daerah 

hingga 

elesai Pemilu 

2004. 

Begitu 

bunyi 

salah satu 
tuntutan 
Forum

 

Asosiasi 

Pem
erintahan 

Daerah 

yang 
di sampaikan 

kepada 

l'anitia 

Khusus 

(Pansus) 

DPR, 

Kamis, 
4 M

arct 

2004, 
di 

CGedung 

DPR M
I'R 

Jakarta. 

Forum
 

yang 

terdiri 
dari 

Asosiasi 

Pem
erintah 

Daerah 
dan 

DPRD 

tersebut 
juga m

engingatkan 
Dl'R 
dan 

Pansus 
DPR 
Tetap Pilkada 

Langsung 

Fokus 
pada 

KIPRAH 
APEKSI 

Rapat 
Dewan 

Pengurus 

Sm
entara 

itu, 

Pemerintah 

melalui 

D
parternen 

Dalarn Negeri 
juga 
telah 

mempersiapkan 

rancangan 

perubahan 

menyangkut 
aspek 

kewenangan, 

kelembagaan, 
legislatif 

daerah, 

keuangan, 

pelayanan 

publik, 

kepegawaian, 
dan 

UU 

No.22/ 
1999 

Substansi 

perubahan 

lebih 
luas, 

yakni 

pengawaan. 

Beberapa 

konsep 
baru 

dicoba 

untuk 

diurai. Namun 

materi 
ini 

belum 

«penuhnya 
bisa 

diterima 
eba 

Misalnya, 

rancangan 
ini 

tidak 

memunculkan 

model 

Investasi 

K
ota/ 

Daya 
Saing 

Pemerintahan 

Daerah 
yang 

terdiri 
dari 

Apcksi 

Nam
un 

dem
ikian, 

Forum
 

A
 

sosiasi (Asosiasi 

Pemerintah 

Kota 

Seluruh 

Indonesia), 

Apkasi 

(Asosiasi 

Pem
erintah 

Kabupaten 

Seluruh 
Indonesia), 
Adeksi 

(Asosiasi 
DPRD Kota 

Seluruh 

Indonesia), 
dan 

Adkasi 

(Asosasi 

DIRD 

Kabupaten 

eluruh 

Indonesia) 

mendu 

Tidak 
kalah 

penting 

adalah 

transparansi 

pada 
proses 

Best 
Practices 

Transfer 
Program

 
Kota 
Balikpapan 

Kota 
Jam

bi INOVASI 

Anggaran 
Kinerja 

Kota 
Sam

arinda 

Isu 

revisi 
UU 
No. 

22/199 

tentang'em
erin 

tah 

Daerah-yang 
lebih 

dikenal 

dengan 
UU Otonomi 

D
aerah-

kem
bali 

menyeruak, 

manakala 

DPR 

mengajukan 

Rancangan 

Undang-Undang 

(RUU) 

Penyempurnaan 
UU No. 22/1999 

kepada 

pemerintah 

(eksekutif). 

W
ACANA 
O

tonom
i 

Tak Sebatas 

1 

N
E

W
S

L
E

T
T

E
R

 
A

P
E

K
S

I, 

Pengaturan 
Pemerintah 

Daerah 

Pem
erintahan 

Daerah 

m
enuntut 

Pansus 

DPR 

untuk 

fokus 
pada 

masalah 

pilkada 

langsung 

dalam
 

merevisi 
UU 
No. 

22/1999. 

DIR 
Tosari 

Widjaja, 

Senin, 

10September 
2003, 
di Jakarta. 

Disampingitu, 

Badan 

Lgjslasi 
Dl'R 
uga 

meryarnpaikan 

usul 

inisiatif 

revisi 

U
U

 
No 
25 Tahun 

1999 

tentang 

Perimbangan 

Keuangan 

Pusat 
dan 

Daerah. 

l'em
erintah 

untuk 

tidak 

m
elakukan 

resentralisasi 
dan 

melibat 

kan 
stakeholder 
dalam 

melakukan 
revisi 
UU. 

gai 
buah 

konpperbaikan 

im
plem

etasi 
otonomi 
daerah koordinasi 

dengan 

departemen 

sektoral, 

yang 

elama 
ini menjadi 

hambatan 
nyata. 

Kab 
di Era Otonomi 

D
aerah 

kung 

upayaDPR 

untuk 

memfokuskan 

pemba hasan 

revisi 
UU 
No. 
22/ 
1999 

pada 

Pilkada 

Langsung, 
dan 

mengeluarkannya 

menjadi 
UU tersendiri. 

penyusunan 
draft 

penyempurmaan 

UU.Sebagai 
UU 
yang menyangkut 

kepentingan 

Pemerintah 

Daerah, 

sudah 

sem
estinya 

proses 
ini 

melibatkan 

banyak 

stakeholder. 

terutama 

pemerintah 

daerah 
itu 

sendiri(ebagai 

stakeholder 

utama). 

Tetapi 

sangat 

disayangkan, 

Depdagri 

sepertinya 

enggan 
atau 

kurang 

melibatkan 

stakeholder. 
O

 

A
P

R
IL

-JU
N

I 
2

0
0

4
 



{ "type": "Document", "isBackSide": false }

